
 
 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  

NOMOR  33 TAHUN 2011 
 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMALBIDANG KOMUNIKASI  

DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH 
 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 22/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota 

menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan 

Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang 

Komunikasi dan informatika; 

b. bahwa untuk kelancaran Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika di 

Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dengan 

Peraturan Walikota Banda Aceh.  
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1092) 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3247); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor 4737); 

 

7. Peraturan …………………. 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4539); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan 

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota 

Banda Aceh Tahun 2008 Nomor  2). 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH. 

 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Pemerintah Kota  adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut 

Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Banda Aceh. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Banda Aceh. 

 

 

 

 

 

       

       (2). SPM ................... 



BAB II  

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

Pasal 2 

(1). Dishubkominfo Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan 

informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika. 

(2).  SPM Bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a.   target standar pelayanan; dan 

b.  panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di 

Dishubkominfo Kota. 

(3). Target Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu 

pencapaian. 

 

Pasal 3 

Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.  

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal 10   Agustus   2011 M 

                                                                                                                10 Ramadhan 1432 H 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

CAP/DTO 

 

MAWARDY NURDIN 

 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal 10   Agustus   2011 M 

                      10 Ramadhan 1432 H 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA  

           BANDA ACEH, 

 

                CAP/DTO 

  

        T. SAIFUDDIN. TA. 
  

Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 33. 


